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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya kedalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel beriku :
1. Konsonan




ب Ba b Be
ت Ta t Te
ث Sa s es (dengan titik diatas)
ج Jim j Je
ح Ha ḥ ha (dengan titik dibawah)
خ Kha kh ka dan ha
د Dal d De
ذ Zal ż zet (dengan titik diatas)
ر Ra r Er
ز Zai z Zet
س Sin s Es
ش Syin sy es dan ye
ص Sad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض Dad ḍ de (dengan titik dibawah)
ط Ta ṭ te (dengan titik dibawah)
ظ Za ẓ zet (dengan titik dibawah)
xii
ع ‘ain ‘ Apostrof terbalik
غ Gain g Ge
ف Fa f Ef
ق Qaf q Qi
ك Kaf k Ka
ل Lam l El
م Mim m Em
ن Nun n En
و Wau w We
ھ Ha h Ha
ء Hamzah ’ Apostrof
ى Ya y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda
( ’ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا Fathah A A
 ِا Kasrah I I
 ُا Dammah U U
xiii
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َٔى Fathah dan yaa’ Ai a dan i
 َؤ Fathah dan wau Au a dan u
Contoh:
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa
 َلْﻮَھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,






 َى…│  َا … Fathah dan alif atau
yaa’
A a dan garis diatas
ى Kasrah dan yaa’ I I dan garis diatas
 ُو Dhammmah dan
waw






 ُتْﻮُﻤَﯾ : yamuutu
4. Taa’ marbuutah
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang
hidup atau mendapat harakatfathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya
adalah [t]. Sedangkan taa’marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’marbuutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah,
maka taa’marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].
Contoh :
 ُﺔَﺿْوَﺮِﻟﺎَﻔ ْطَْﻻا : raudah al- atfal
 ُﺔَﻨ ْﯾِﺪَﻤﻟاُﺔَﻠِﺿﺎَﻔْﻟا : al- madinah al- fadilah
 ُﺔَﻤْﻜِﺤ ْﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf  (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh :
ﺎَﻨﱠﺑَر : rabbanaa
ﺎَﻨْﯿ ﱠﺠَﻧ : najjainaa
 ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq
 َﻢ ﱢﻌُﻧ : nu”ima
xv
 ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ّﻲِﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi (i).
Contoh :
 ﱞﻲِﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
 ﱞﻲِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh :
 ُﺲﻤ ﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukanasy-syamsu)
 َﻟَﺰﻟ ﱠﺰﻟَا ُﺔ : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔَﻔَﺴﻠَﻔ ْﻟَا : al-falsafah
 ُدَﻼِﺒ ْﻟَا : al-bilaadu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak
diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
 َنْوُﺮُﻣْﺎَﺗ : ta’muruuna
xvi
 ُعْﻮﱠﻨﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un
 ُتْﺮُِﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan dalam Bahasa
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis
menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-
hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian
dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :
Conto: Fizilaal Al-Qur’an
Al-Sunnahqabl al-tadwin
9. Lafz al- Jalaalah ( ّٰﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah.
Contoh :  ِ ّٰ ﺎُ ﻨ ْﯾِد diinullah  ِ ّٰﷲﺎِﺑ billaah
Adapun taamarbuutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditranslitersi dengan huruf [t].
contoh : hum fi rahmatillaah
xvii
10. HurufKapital
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR).
Contoh: Wa ma muhammadunillaarasul
Inna awwalabaitinwudi’ alinnasilallazii bi bakkatamubarakan
Syahruramadan al-laziiunzilafih al-Qur’an
Nazir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al- Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
xviii
Contoh:
Abu Al-Wafid Mummad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : Rusyd, abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abu)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :
Swt. = subhanallahuwata’ala
Saw. = sallallahu ‘alaihiwasallam
r.a = radiallahu ‘anhu
H = Hijriah
M = Masehi
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NAMA  : NURHIDAYAH A. HAMBALI
NIM       : 10300113007
JUDUL : EKSISTENSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM
PENANGANAN KASUS KEWARISAN ANAK
(Studi Kasus Nomor 501/Pdt.P/2016/PA Mks)
Skripsi ini berjudul Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan
Kasus Kewarisan Anak (Studi Kasus Nomor 501/Pdt.P/2016/PA Mks). Judul ini
ditulis karena ingin mengetahui keberadaan Balai Harta Peninggalan dalam Penangan
Kasus Kewarisan Anak, karena seperti yang diketahui orang tua yang meninggal
dunia atau bercerai tidak cakap hukum dalam penanganan kewarisan anak. Adapun
pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Balai
Harta Peninggalan mengenai pengurusan harta peninggalan dalam kasus penanganan
anak ? 2)  Bagaimana pandangan hukum Islam  terhadap pembagian harta dalam
kasus penanganan anak ?
Jenis penelitian ini kualitatif lapangan dengan pendekatan yang digunakan
adalah: yuridis, normatif syar’i. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber
data primer dengan cara turun langsung ke lapangan dan data sekunder melalui studi
kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi
dan penelitian kepustakaan. Lalu teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan
dengan tahap, yaitu: klasifikasi data, reduksi data, editing data, dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Harta Peninggalan dalam
penanganan kasus kewarisan anak telah mematuhi hukum yang ada dan sudah sesuai
dengan standar Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini menunjukkan bahwa para wali
harus lebih memperhatikan tugasnya sebagai wali anak agar mengelola warisan si
anak dengan baik dan tidak menyalah gunakan harta anak dibawah perwaliannya
agar harta warisan anak tetap terlindungi dan  wali anak berkewajiban untuk
mengasuh anak yang berada dibawah perwaliannya.
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) dengan adanya harta peninggalan yang
tidak terurus maka dari itu Balai harta peninggalan harus lebih meningkatkan
pengawasan sebagai wali anak dan meningkatkan kinerjanya baik dari sumber daya
manusia, 2) agar tidak terjadi kesalahan dengan mengikuti cara pelaksanaan
penanganan pembagian hak anak dalam kewarisan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam
pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu
perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan
mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya.1
Selain bersifat memaksa, dalam hukum perdata pada umumnya hukum
bersifat mengatur. Adapun untuk mencapai tujuan hukum itu, hukum harus
difungsikan dan dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam
lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat.
Hukum kewarisan adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara
keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga, maka hukum
kewarisan adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan sangat
penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang
berlaku dalam masyarakat.2
Setelah datangnya Islam, hukum kewarisan yang berpihak kepada golongan
tertentu mengalami revisi. Diantara penertiban yang dimaksud adalah aturan yang
memberikan hak kewarisan kepada kaum wanita. Tidak hanya itu, aturan yang
1Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana (Cet. III; Bandung: Penerbit Nusa
Media, 2013), h. 6.
2Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam
Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 1-2.
2dimaksud dengan rinci memberikan hak-hak kewarisan dari pihak keluarga dalam
garis keturunan ayah, maupun ibu.3
Hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan
seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada
orang lain.4Dalam hal kewarisan anak yang walinya lalai dalam pengurusan harta
kewarisan anak maka diberikan kepada Balai Harta Peninggalan. Sebagaimana diatur
dalam pasal 338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Bila dalam tenggang waktu
yang ditentukan untuk itu, wali lalai menaruh ikatan jaminan atau gadai dan tidak
memiliki harta benda tak bergerak yang cukup, maka atas tuntutan Balai Harta
Peninggalan, pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa harus dicabut oleh
Pengadilan Negeri dan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan, sampai wali
memberikan jaminan secukupnya; yaitu bila atas permintaan wali, pengadilan negeri
setelah mendengar Balai Harta Peninggalan, menyerahkan tugas tersebut kembali
kepada wali.
Balai Harta Peninggalan bergerak dalam bidang harta peninggalan dan
kepailitan. Terhadap perwalian atas anak-anak dibawah umur BHP berfungsi sebagai
wali pengawas jika  telah diangkat seorang wali oleg Pengadilan. Wali disini harus
melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Namun banyak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan wali terhadap harta
3Subehan Khalik, Wasiat Kepada Ahli Waris “Telaah Fikih Dengan Pendekatan Kritik
Kesahihan Hadis” (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 2.
4Titik Triwulan Tuti, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Prestasi
Pustaka, 2006), h. 275.
3kelayaan anak dibawah umur, sehingga menimbulkan kerugian, upaya yang harus
dilakukan oleh BHP dalam mencegah penyalahgunaan wewenang Pengadilan ialah,
melakukan sumpah dan dibuat berita acara sumpah yang diberikan kepada BHP
sehingga dapat diketahui adanya penetapan perwalian yang dilakukan Pengadilan.
Hal ini untuk menghindari hak-hak yang dapat hilang yang dimiliki anak terutama
dalam kepemilikan harta yang diberi dari orang tua yang meninggal dunia. Maka wali
tidak dapat melakukan hal-hal yang merugikan karena BHP yang mengawasi
kewajiban yang harus dilakukan wali. Hal tersebut diatur dalam KUHPerdata.
Hambatan yang terjadi SDM yang minim, sarana dan prasarana kerja, tidak adanya
sanksi jika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan wali. Menyikapi masalah yang
terjadi diatas maka perlu dibenahi peraturan perundang-undangan serta birokrasi
terkait yang sesuai dengan masyarakat dan tujuan awal yaitu pelayanan hukum.
Sehingga dapat tercapai kinerja yang optimal yang sebagaimana mestinya agar
masyarakat mengetahui eksistensi BHP dalam pelayanan hukum.
Balai Harta Peninggalan bertugas untuk mengawasi pembagian harta anak.
Sebagaimana diatur dalam pasal 366 KUHPerdata “Dalam setiap perwalian yang
diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali
pengawas”
Balai Harta Peninggalan diharapkan berperan dalam memeberikan pelayanan
secara optimal sehingga sesuai dengan adanya tuntutan reformasi dan demokratisasi
sejak tahun 1997 yang memasyarakatkan perubahan paradigm kepemerintahan ,
pembaharuan system kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya
4manusia dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengacu pada
terselenggaranya pemerintah yang baik yaitu mewujudkan pemerintah yang bersih
dan beribawa serta transparan (good governance). Selanjutnya masih terdapat
hambatan-hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksaaan tugas Balai
Harta Peninggalan di masyarakat, yaitu hambatan-hambatan dalam hal Sumber Daya
Manusia (SDM).
Orang yang berhak menerima harta warisan dapat dibedakan menjadi dua
macam yaitu, ditentukan oleh undang-undang dan wasiat. Pewaris adalah orang yang
meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan yang sebagiannya akan
diwariskan kepada ahli waris.5 Sedangkan ahli waris adalah orang-orang yang akan
menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebagaimana diuraikan
sebelumnya bahwa ahli waris penerima harta warisan setelah harta kekayaan orang
diseleksi terlebih dahulu. Ahli waris menjadi salah satu syarat terjadinya kewarisan.
Kalau ada pewaris yang menjadi syarat adalah kematian seseorang maka pada ahli
waris sebaliknya yaitu harus benar-benar hidup disaat kematian pewaris. Selain itu
seseorang dapat menjadi ahli waris kalau tidak ada faktor-faktor penghalang untuk
mewarisi.6
Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang anak
yang memeperoleh harta warisan dari pewaris. Salah satu diantaranya terdapat dalam
QS. An-Nisa/4 : 7
5Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah
Mada University press, 2012), h. 29.
6Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, h. 215.
5                    
              
Terjemahnya:
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua
dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bagian yang telah ditetapkan.(4:7)”7
Kewarisan maupun pewasiatan senantiasa berupaya untuk menumbuhkan
semangat sosial secara kolektif. Orang yang akan memberikan wasiat di syaratkan
memiliki kemampuan. Di samping itu, di syaratkan pula adanya keinginan secara
ikhlas dari pewasiat untuk mewasiatkan sesuatu. Pewasiat haruslah merdeka dari
unsur paksaan dalam bentuk apapun.8
Adapun klasifikasi ahli waris dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:
ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu meliputi (anak
perempuan tunggal, ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki, saudari bersyirkah,
cucu perempuan dari putra, kakek, nenek, saudari seayah), ahli waris yang tidak
ditentukan bagiannya meliputi ( anak laki-laki, cucu laki-laki dari putra, bapak, kakek
dari pihak bapak, saudara seibu, saudara sebapak, putra saudara sekandung, putra
saudara sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman sebapak dengan
7Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemahan dan Tafsir (Bandung: Syaamil Quran, 2011),
h. 78.
8Subehan Khalik, Wasiat Kepada Ahli Waris “Telaah Fikih Dengan Pendekatan Kritik
Kesahihan Hadis”, h. 19.
6bapak, putra paman yang sekandung bapak, putra bapak yang sebapak dengan
bapak).9
Pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada orang-
orang yang ditunjuk langsung oleh undang-undang, baik karena mempunyai
hubungan darah yang terdekat dengan pewaris (baik sah maupun di luar kawin yang
diakui) maupun karena terjadinya perkawinan dengan si pewaris.10
Hal ini terterah dalam pasal 832 KUHPerdata:
Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga
sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan dan
si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.
Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada,
maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-
utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi
untuk itu.11
Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam pasal tersebut ialah anak-anak
dan atau keturunannya ialah anak itu sendiri dan atau beserta keturunanya dalam garis
lencang kebawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan
tidak membedakan urutan kelahiran. Mereka itu mengecualikan lain-lain anggota
keluarga dalam garis lencang ke atas dan garis samping, meskipun mungkin di antara
9Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, h. 48-50.
10Istiqamah, Hukum Waris dan Benda (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 25.
11Republik Indonesia, KUHPerdata, Bab X, Pasal 832.
7anggota-anggota keluarga yang belakangan ini, ada yang derajatnya lebih dekat
dengan si meninggal.12
Selain itu, ada pula yang dimaksud dengan mawani’ al-irsi ialah penghalang
terlaksananya waris-mewarisi. Artinya, seorang yang berhak mendapat harta warisan
tetapi oleh karena padanya ada suatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak
mendapatkan warisan. Jadi, adanya dianggap tidak ada artinya sekali pun ia
memenuhi syarat sebagai ahli waris tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu itu,
terhalang ia memperoleh harta warisan.13
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka dirumusan pokok masalah yaitu bagaimana
Eksistensi Balai Harta Peninggalan dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak (Studi
Kasus Nomor 501/Pdt.P/2016/PA Mks). Dengan sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Balai Harta Peninggalan mengenai pengurusan harta peninggalan
dalam kasus penanganan anak. ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta dalam kasus
penanganan anak. ?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
a. Fokus Penelitian
Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah Eksistensi Balai Harta
Peninggalan Dalam Pembagian Kewarisan Anak
12Istiqamah, Hukum Waris dan Benda, h. 26.
13Asymuni A. Rahman Dkk, Ilmu Fiqh (Cet. II; Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 1986), h. 20.
8b. Deskripsi Fokus
Untuk memudahkan pemahaman serta memberi persepsi yang sama antara
penulis dengan pembaca dan memperjelas mengenai judul yang dimaksud, maka
penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel yang
ada dalam proposal ini, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman selanjutnya.
Adapun istilah yang digunakan yaitu:
1. Eksistensi yaitu segala sesuatu yang di alami dan menekankan bahwa sesuatu
itu ada.14
2. Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis instansi pemerintah
yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan
hukum) yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan
sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.15
3. Penanganan artinya proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan.16
4. Kewarisan adalah pemindahan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa
yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.17
5. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan
anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak
merupakan pemengang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup
14Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk pelajar
(Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2011), h. 321.
15Wikipedia, Balai Harta Peninggalan, http://id.m.wikipedia.org (14 Januari 2017).
16KBBI Online, Pengertian Penanganan, http://kbbi.web.id (14 januari 2017).
17Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia(Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2014), h. 1-2.
9anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah
lambang penerus.18
6. Kewarisan Anak yaitu harta warisan yang ditinggalkan setelah kedua orang
tua meninggal dunia, anak-anak yang mempunyai hak atas harta pusaka yang
harus dibagikan menurut petunjuk al-Quran.19
D. Kajian Pustaka
Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber
yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:
1. Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul Hukum Kewarisan
Islam Di Indonesia menjelaskan bahwa disebutkan klasifikasi ahli waris dapat
dilihat dari berbagai segi. Pertama, jenis kelamin, yaitu kelompok ahli waris
laki-laki dan perempuan. Kedua, ahli waris melalui hubungan kekerabatan dan
kelompok ahli waris karena pernikahan. Ketiga, kelompok ahli waris dari segi
keutamaan dalam mendapat bagian, yaitu kelompok ini dibagi menjadi dua
kelompok yaitu kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan
ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu.
2. Abdillah Mustari dalam bukunya yang berjudul Hukum Kewarisan Islam
menjelaskan tentang Hukum bagian waris untuk anak apabila pewaris hanya
mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan maka harta
peninggalannya dibagi untuk keduanya, apabila anak lebih dari satu terdiri
18Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut
Hukum Positif dan Hukum  Islam (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. v.
19A. Rahman I Doi, Hudud dan Kewarisan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 138.
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dari anak laki-laki dan anak perempuan maka bagian untuk anak laki-laki
adalah dua kali bagian untuk anak perempuan dan apabila jumlah anak lebih
dari satu terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan dan terdapat juga ahli
waris lainnya yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran yaitu duda atau janda
maka yang harus diberi terlebih dahulu adalah mereka.
3. Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul
Hukum Waris Islam menjelaskan tentang asas-asas hukum kewarisan islam
yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan
asas kewarisan semata karena adanya kematian.
4. Titik Triwulan Tutik dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Perdata
Di Indonesia menjelaskan bahwa sebelum harta warisan itu dibagi-bagikan
kepada ahli waris maka harus diperhitungkan lebih dahulu pembayaran yang
harus dilunasi oleh si peninggal yakni: hutang piutang, zakat, wasiat dan
ongkos-ongkos untuk jenazah.
5. Sudarsono dalam bukunya Hukum Waris di Indonesia menjelaskan bahwa
hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang ketika meninggal dunia
akan beralih kepada orang yang masih hidup, dalam kata lain hukum waris
dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang
beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau
orang yang ditunjuk.
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6. Soerojo Wignyodipoera dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum waris
adalah serangkaian norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan
baik yang materil yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus
juga mengatur tata cara dan proses peralihannya dan meliputi aturan-aturan
hukum, mengenai perpindahan harta kekayaan materil dan immaterial dari
generasi ke generasi.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana tugas Balai Harta Peninggalan mengenai
pengurusan harta peninggalan dalam kasus penanganan anak.




Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan
khususnya ilmu pengetahuan dibidang kewarisan  dalam kasus kewarisan
anak.
b. Manfaat praktis
Memberikan pengetahuan tentang peranan Balai Harta Peninggalan dalam
menangani kasus kewarisan anak yang terjadi di Makassar. Balai Harta
Peninggalan dan dapat memberikan sumbangsi kepada para pihak terkait




A. SUMBER HUKUM WARIS ISLAM
Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna
dikemukakan oleh Al-Qur’an, bahkan dapat dikatakan tuntas. Nash-nash yang
menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa
membutuhkan penafsiran. Turunya surat An-Nisa ayat 11 yang menegaskan hak
waris bagi anak-anak perempuan dan ayat 12 yang menegaskan waris bagi istri
yang ditinggal mati suaminya. Ayat-ayat tersebut menjelaskan hal-hal sebagai
berikut:
1. Allah berpesan kepada orang mukmin agar membagikan harta pusaka
kepada anak, orang tua, yakni bapak ibu, suami kepada istri atau
sebaliknya.
2. Ukuran bagian-bagian harta waris telah ditentukan dengan membedakan
antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, dan membedakan
antara seorang ahli waris setu dengan ahli waris yang jumlahnya banyak.
3. Pembagian harta pusaka dilakukan  kepada ahli waris setelah diambil
untuk membayar utang dan melaksanakan wasiat.
4. Allah mengeluarkan wasiat tentang waris-mewarisi ini karena hikmah yang
ada dibalik itu sangat besar.
Ketentuan yang ditetapkan Allah secara langsung melalui mukjizat Al-
Qur’an dengan tujuan agar manusia tidak tersesat. Allah Maha Mengetahuihukum-
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hukum yang berskibst bsik dan kemaslahatan yang ditimbulkannya. Jadi,
kesimpulannya adalah:
a. Jika seseorang meninggal dan ahli warisnya hanya seorang saudara
perempuan, orang ini mendapat separuh harta, dan sisanya diberikan
kepada orang yang berhak menerima ashabah, kalau ada. Kalau tidak
ada, dikembalikan lagi kepada saudara perempuan tadi.
b. Jika ada satu ahli waris itu saudara lelaki, dia mendapat semua harta
peninggalan pewaris.
c. Jika ahli waris itu terdiri dari dua saudara perempuan, mereka mendapat
bagian dua per tiga dari harta peninggalan saudaranya.
Jika ahli waris itu banyak, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan,
pewaris laki-laki mendapat bagian dua kali bagian pewaris perempuan. Akan tetapi
jika ia seorang saja laki-laki maka memperoleh semua harta. yang dimaksud saudara-
saudara disini adalah mereka yang seayah  dan seibu (syaqiq) karena saudara-saudara
seayah akan dihalangi oleh saudara-saudara syaqiq.
Ciri dari keadilan Allah adalah tidak melalaikan dan mengabaikan hak
setiap ahli waris. Bahkan, dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Allah
menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil dan penuh
kebijaksanaan. Allah menerapkan hal itu dengan tujuan mewujudkan keadilan
dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman laki-laki atas perempuan,
menutup rapat-rapat ruang gerak para pelaku kezaliman dan membangkitkan
semangat persamaan derajat untuk semua manusia yang dimuka bumi.
14
Ayat-ayat tentang waris menyajikan tujuh hal mendasar bagi umat Islam,
yaitu:
1. Menerangkan harta peninggalan yang menjadi hak ahli waris.
2. Menerangkan orang-orang yang berhak menerima harta warisan.
3. Menerangkan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris
4. Menerangkan orang-orang yang menerima ashabah.
5. Menerangkan orang-orang yang tidak menerima harta warisan atau
menerima sebagian disebabkan adanya penghalang.
6. Dengan adanya lima hal diatas, dalam disiplin ilmu dikenal dengan ilmu
fara’idh, yaitu ilmu yang menbicarakan perihal kewarisan dalam Islam
yang sering juga disebut sebagai ilmu mawarits fi al-Islam atau ilmu
waris.
7. Menghapuskan adat orang-orang Jahiliyah atau Anshar yang
membiasakan mewariskan istri kepada anaknya sendiri atau istri kepada
walinya, sementara harta waris diberikan kepada orang lain yang tidak
ada pertalian darah.
Semua ilmu memiliki sumber dan landasannya secara epistemologis, ilmu
waris bersumber dari Allah swt dan Rasulullah saw. Yang dilengkapi oleh atsar para
sahabat, sedangkan dasar hukum ilmu waris adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah.20
20Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Bandung: Pusaka Setia, 2009), h.63.
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B. SEBAB-SEBAB TIDAK MENERIMA WARISAN
Para ulama madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan,
yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.
a. Perbudakan
Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk
mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki
budak, secara langsung menjadi milik tuanya. Baik budak itu sebagai qinun
(budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika
tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian
pembebasan dengan tuannya dengan persyaratan yang disepakati kedua
belah pihak). Itulah sebabnya, semua jenis budak merupakan penggugur hak
untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai
hak milik.
Seorang majikan dapat melakuka perjanjian dengan budaknya untuk
memerdekakannya atau merdekanya budak itu dikaitkan dengan suatu sifat,
sebagaimana majikan berkata kepada budaknya, “Jika istriku melahirkan
anak laki-laki, engkau merdeka.”
b. Pembunuhan
Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan
warisan. Sangatlah beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang
ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya, sebab, ia membunuh karena ingin cepat
mendapatkan harta waris. Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh
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perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya
sebagaimana terhalang dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya.
c. Perbedaan Agama
Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang
meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, ahli
waris itu tidak berhak mendapat harta waris. Pandangan yang paling rajah
adalah yang menyatakan tidak saling mewarisi antara muslim dan kafir dan
sebaliknya antara kafir dan muslim, sedangkan antara Yahudi dan Nasrani
dapat saling mewarisi, karena keduanya kafir.
Menurut ulama madzhab yang empat, orang yang murtad dengan
fitrah, kedudukannya sama, yaitu tidak ada hukum yang membenarkan
keduanya saling mewarisi dengan orang muslim. Maliki dan Hambali
mengatakan bahwa para penganut agama-agama bukan Islam tidak boleh
mewarisi satu sama lain , Misalnya Yahudi tidak boleh mewarisi orang
Nasrani. Akan tetapi, menurut Imamiyah, Hanafi dan Syafi’i, Yahudi dan
Nasrani boleh saling mewarisi karena merka mempunyai millah yang sma.
Mereka adalah orang-orang kafir, sepanjang tidak ada yang masuk Islam,
tidak ada larangan di antara mereka untuk saling mewarisi.21
21Assaad Yunus, Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: PT Alqushwa, 1992), h. 30.
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Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan dapat dijumpai
dalam beberapa surat dan ayat sebagai berikut:
1. Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris
dari setiap harta peninggalan:
                  
              
   
Terjemahnya:
“dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan
para ahli waris atas apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang  tuanya dan
karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan
mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha
Menyaksikan segala sesuatu.(4:33)”22
2. Ayat yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris (furud al-
muqoddoh).
Ayat yang menegaskan pelaksanaan  ketentuan ayat-ayat waris bahwa
bagi orang yang melaksanakan akan dimasukkan surge selamanya dan bagi
orang yang sengaja mendurhakai hukum Allah maka bagi mereka mendapat
siksa dineraka. Selain Al-Qur’an hukum kewarisan juga didasarkan kepada
hadits
22Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Dan Tafsir (Bandung: Syaamil Quran, 2011),
h. 83.
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3. Rasulullah SAW. Adapun hadits yang berhubungan dengan hukum kewarisan
diantaranya:
Hadits Nabi dari ibnu abbas riwayat bukhari muslim
ﯾ ِﺻُﻮ ْﯿ ُﻢُﻜ ِﻦَْﯿَﺘﻨْﺛا َقَْﻮﻓ ًءﺎَِﺴﻧ ﻦُﻛ ِنﺎَﻓ ِﻦَْﯿﯿَﺜُْﻧﻻأ ﻆَﺣ ُﻞْﺜِﻣِﺮَﻛِﺬﻠﻟ ْﻢُﻛَِﺪﻟَْوا ﻲِﻓ ُﷲ
 ُﻒْﺼﻨﻟا َﺎَﮭَﻠﻓ ًةَﺪِﺣاَو ْﺖَﻧﺎَﻛ ِْناَو َكََﺮﺗﺎَﻣ َﺎُﺜُﻠﺛ ُﻦَﮭَﻠﻓ
Artinya:
Allah mensyari’atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.
Ijma dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid
mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-
pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash shorih, ijma
dan ijtihad adalah menerima hukum sebagai ketentuan hukum yang harus
dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan masyarakat dan menjawab
persoalan yang muncul dalam pembagian warisan yaitu dengan cara menerapkan
hukum, bukan mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.23
C. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya
1. Ahli Waris
Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hokum berhak menerima warisan
ada 17 orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.
23Teungku Muhammad Hasbi Ashidueqy, Fiqih Mawaris (Semarang: Pustaka Putra, 1999), h.
9.
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Apabila dirinci semuanya ada 25 orang. 15 orang laki-laki dan 10
orang perempuan. Dari jenis kelamin laki-laki adalah: anak laki-laki, cucu
laki-laki dan anak laki-laki kebawah, bapak, kakek hingga keatas, saudara
sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, anak laki-laki dari saudara
sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman
sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak, suami dan seorang laki-laki
yang memerdekakan hamba sahaya (Mu’tiq).
Sedangkan ahli waris dari jenis kelamin perempuan adalah anak
perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek
dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan sekandung,
saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri dan perempuan
yang memerdekakan hamba sahaya (Mu’tiqoh)24
2. Macam-macam ahli waris
Berdasarkan tiga penyebab mewarisi yang disepakati Ulama Fikih,
maka ahli waris dapat dibagi tiga macam.
a. Ahli waris karena hubungan perkawinan (Sababiyah), adalah ahli waris yang
berhubungan pewarisnya timbul karena hubungan perkawinan.
b. Ahli waris karena hubungan keturunan (Nasabiyah) atau kekerabatan
(Gharibah) adalah waris yang pertalian kekerabatannya kepada muwaris
berdasarkan hubungan darah. Ahli waris Nasabiyah tersebut dapat
dikelompokkan berdasarkan tingkatan kerabatnya sebagai berikut.
24Asymuni A. Rahman, Ilmu Fiqh, h. 34.
20
1. Furu’ Al-waris, yaitu ahli waris anak keturunan si mati, atau tersebut
kelompok cabang (al-bunuwwah). Kelompok inilah yang terdekat dan
mereka yang didahulukan menerima warisan. Ahli waris kelompok ini
adalah: anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, anak laki-laki dan
cucu laki-laki garis laki-laki.
2. Ushul Al-waris, yaitu ahli waris leluhur si mati. Kedudukannya berada
setelah kelompok furu’ al-waris. Mereka adalah bapak ibu kakek garis
bapak, kakek garis ibu, nenek garis ibu dan nenek garis bapak.
3. Al-Hawasy, yaitu ahli waris kelompok saudara termasuk didalamnya
paman dan keturunan seluruhnya ada 12 orang yaitu: saudara perempuan
sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, saudara
laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak
saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak paman
sekandung dan anak paman seayah.25
c. Ahli waris karena membebaskan hamba sahaya (wala’), yaitu ahli waris yang
hubungan pewarisnya timbul karena memerdekakan hamba sahaya. Ahli waris
wala’ hanya satu, yaitu mantan tuannya. Jika dilihat dari segi bagian-
bagiannya yang diterima dapat dibedakan kepada.
25Budiono Rachmad, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Bandung PT. Citra Aditya
Bakti, 1999), h. 74.
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1. Ahli waris ashab-Al-furud, yaitu orang yang mempunyai bagian harta
peninggalan yang sudah ditentukan dengan nash al-Qur’an, al-Sunnah dan
al-Ijma.
2. Ahli waris Ashabah, yaitu waris yang menerima bagian sisa setelah harta
dibagikan kepada waris Ashab al-furud. Sebagai  penerima bagian sisa, ahli
waris Ashabah, terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta
warisan), terkadang menerima sedikit dan tidak menerima bagian sama
sekali, karena habis diambil ahli waris ashab Al-furud.
3. Ahli waris Zawil Al-arham, yaitu orang yang mempunyai hubungan
kerabat dengan orang yang meninggal tetapi mereka tidak termasuk
kedalam golongan azhab Al-furud dan tidak pula ke dalam golongan
ashabah.
3. Bagian-bagian ahli waris
Masing-masing ahli waris mempunyai bagian yang berbeda-beda, keadaan
ini dipengaruhi oleh jumlah ahli waris yang ada. Adapun perincian bagian
masing-masing sebagai berikut:
a. Anak perempuan, berhak menerima bagian:
- ½ jika sendirian tidak bersama laki-laki.
- 2/3 jika dua orang anak atau lebih tidak dengan anak laki-laki.
b. Cucu perempuan, berhak menerima bagian:
- ½ jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub
(terhalang).
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- 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki.
- 1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika bersama seorang anak perempuan, tidak
ada cucu laki-laki dan tidak mahjub, jika anak perempuan dua orang
atau lebih ia tidak mendapat bagian.
c. Ibu berhak mendapat bagian:
- 1/3 jika tidak ada anak atau cucu (for’u waris) atau bersama dua orang
saudara atau lebih.
- 1/6 jika ada for’u waris atau bersama dua orang saudara atau lebih.
d. Bapak berhak mendapat bagian:
- 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki.
- 1/6 + sisa, jika bersama satu perempuan atau cucu perempuan, bapak
bersama ibu.
- Masing-masing 1/6 jika ada anak, cucu atau saudara, dua orang atau
lebih.
- 1/3 untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika ada anak, cucu atau
saudara dua orang atau lebih.
- Ibu menerima 1/3, bapak sisanya setelah diambil suami atau istri.
e. Nenek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian:
- 1/6 jika seorang.
- 1/6 dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat
kedudukannya.
f. Kakek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian:
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- 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki.
- 1/6 + sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak
laki-laki.
- 1/6 atau bagi rata dengan saudara sekandung atau seayah, setelah
diambil untuk ahli waris lain.
- 1/6 atau bagi rata dengan saudara sekandung atau seayah, setelah
diambil untuk ahli waris lain.
- 1/3 atau bagi rata bersama saudara sekandung atau seayah jika tidak
ada ahli waris lainnya.
g. Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub, berhak menerima
bagian:
- ½ jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki
sekandung.
h. Saudara perempuan seayah, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:
- ½ seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
- 2/3 dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah.
- 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang
sebagai pelengkap 2/3.
i. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama
apabila tidak mahjub, saudara seibu berhak menerima bagian:
- 1/6 jika seorang diri.
24
- 1/3 dua orang atau lebih.
- Bergabung menerima 1/3 dengan saudara sekandung, ketika bersama-
sama dengan ahli waris suami dan ibu (musyarakah).
j. Suami, berhak menerima bagian:
- ½ jika tidak mempunyai anak atau cucu.
- ¼ jika bersama dengan anak atau cucu.
k. Istri, berhak menerima bagian:
- ¼ jika tidak mempunyai anak atau cucu.
- 1/8 jika bersama anak atau cucu.
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Islam mengatur peralihan harta
sesorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup dengan
tidak membedakan besar kecilnya bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan
dengan kebutuhan dan tanggung jawab yang dipikul, disamping memandang jauh
dekatnya hubungan dengan pewaris.26
D. BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP)
Balai Harta Peninggalan pada awal pembentukannya diawali masuknya
Hindia Belanda ke Indonesia Tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan demikian
banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan banyak harta atau kekayaan, maka
guna untuk mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di
Nederland yang orang tuanya mati dalam peperangan, maka dibentuk lembaga yang
26Syarifuddin Amir, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana Media Group 2008), h.32.
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diberi nama West En Boedel Kamer (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1
Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta.
Seiring perkembangan dan perubahan system Hukum di Indonesia tahun 1987
semua perwakilan Balai Harta Peninggalan (BHP) di seluruh Indonesia dihapuskan
sesuai Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.06-PR.07.01 tahun 1987. Saat
ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu : Jakarta,
Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar dan masing-masing meliputi wilayah
kerja daerah tingkat I dan tingkat II. Untuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta
mempunyai 8 (delapan) wilayah kerja meliputi : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten,
Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat.
Sesuai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 1 Maret
2005 Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor
Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BHP merupakan Unit
Pelaksanaan Teknis berada dilingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, namun secara
teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum melalui Direktorat Perdata.
1. Visi BHP
Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI, Balai Harta Peninggalan memiliki Visi :
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“Memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya yang oleh hokum
dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak
milik”.
1. Misi BHP
Berdasarkan Visi tersebut di atas, Misi Balai Harta Peninggalan adalah :
“mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hokum atau
keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
2. Tugas dan Kewajiban BHP
Dalam melaksanakan tugas atau misi tersebut, Balai Harta Peninggalan
sebagaimana ditetapkan dalam Bab I pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI
Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni (tentang kedudukan, tugas
dan fungsi organisasi BHP), mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan dan harta
peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur
dalam perundang-undangan;
b. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;




Adapun kebijakan operasional atau tugas pokok Balai Harta Peninggalan
dapat diperinci sebagai berikut :
a. Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348
KUHPerdata);
b. Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih
belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat wali (Pasal 359 ayat
terakhir KUHPerdata);
c. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUHPerdata);
d. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya
pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUHPerdata);
e. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan
itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUHPerdata);
f. Pengurusan harta peninggalan yang tak ada kuasanya atau Onbeheerde
Nalatenschappen (Pasal 1126, 1127 dan 1128 KUHPerdata);
g. Pengurusan budel-budel dari orang-orang yang tidak hadir atau Boedels
Van Afwezigen (Pasal 463 BW);
h. Pengurusan budel-budel dari orang yang berada dibawah pengampuan
karena sakit jiwa atau pemboros. Dalam hal ini B.H.P bertugas selaku
pengampu pengawas (Pasal 449 KUHPerdata), akan tetapi bila
pengurusan dicabut dari pengampunya, langsung menjadi pengurus harta
kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan (Pasal 452 jo. Pasal
338 HUH Perdata) ;
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i. Menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 UU No. 37 Tahun
2004) ;
j. Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 41, 42 OV dan pasal
937, 942 KUHPerdata) ;
k. Membuat surat keterangan waris golongan Timur Asing selain Cina
(Pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters Stbl. 1916
No. 517) ;
l. Melakukan pemecahan dan pembagian warisan (Pasal 1071 KUHPerdata)
m. Melakukan pengelolaan  dan pengembangan Uang Pihak Ketiga
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM ;
n. Melakukan penerimaan  dan pengelolaan hasil transfer dana dari Bank
(Pasal 37 ayat (3) UU No.3 Tahun 2011 jo. Pasal 17 ayat (4) dan (5),
Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012) ;
o. Melakukan penerimaan dan pengelolaan dana Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Pasal 22 ayat (3a) dan Pasal 26 ayat (5) PP No. 53 Tahun
2012 jo. Peraturan Menkumham No. 13 Tahun 2013).
4. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sehubungan dengan kewarisan
berdasarkan beberapa Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1. Guna sebagai pengurusan harta peninggalan yang tak ada kuasanya atau
Onbeheerde Nalatenschappen, bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada
orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang
dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus. Balai
29
Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak
terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup
atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai
melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan Kejaksaan
pada Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu
harta peninggalan. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan itu
atau atas saran jawatan Kejaksaan, setelah meminta nasihat, Balai Harta Peninggalan
akan mengambil keputusan tanpa persidangan. Balai Harta Peninggalan setelah
mengadakan penyegelan yang dianggap perlu, wajib untuk mengadakan pemerincian
harta peninggalan itu dan mengurusnya serta membereskannya. Balai itu wajib untuk
melacak ahli waris, dengan cara memasang panggilan melalui surat kabar resmi atau
dengan cara lain yang lebih tepat. Balai itu harus bertindak dalam pengadilan
mengenai tuntutan-tuntutan hukum yang telah diajuka terhadap harta peninggalan itu,
dan menjalankan serta melanjutkan hak-hak dari orang yang telah meninggal itu, dan
memberikan perhitungan mengenai pengurusannya kepada orang yang seharusnya
melakukan perhitungan itu.
2. Membuat surat keterangan waris, Balai Harta Peninggalan (BHP) mempunyai
tugas bagi golongan Timur Asing selain Cina, (Surat Mahkamah Agung No.
MA/171/V/K/1991).
3. Membuka surat wasiat yang tertutup, setelah pewaris meninggal dunia,
Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta
Peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu terbuka; Balai itu harus membuka
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wasiat itu dab membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu
serta tentang keadaannya dan kemudian menyampaikan kembali kepada Notaris yang
telah memberikannya.
4. Membuka surat wasiat yang tertutup, setelah pewaris meninggal dunia,
Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta
Peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu terbuka; Balai ini harus membuka
wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu
serta tentang keadaannya dan kemudian menyampaikan kembali kepada Notaris yang
telah memberikannya.
E. KEWAJIBAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA PENINGGALAN
Menurut jumhur Fuqoha dan ketentuan yang termuat dalam Pasal 175 ayai (1)
Kompilasi Hukum Islam terhadap peninggalan pewaris tersebut melekat beberapa
kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum diadakan pembagian harta
warisan yaitu:
1. Biaya pengurusan jenazah atau tajhis, yang disebut tajhiz ialah biaya-biaya
perawatan yang diperlukan orang yang meninggal, mulai dari saat
meninggalnya sampai saat penguburannya. Biaya itu mencakup biaya-biaya
untuk memandikannya, mengkafani, mengusung dan menguburkannya. Besar
biaya tersebut diselesaikan secara wajar dan makruf tidak boleh terlalu kurang
dan tidak boleh berlebihan. Para Fuqoha telah sepakat bahwa perawatan
pewaris harus diambilkan dari harta peninggalannya. Apabila harta
peninggalannya tidak mencukupi biaya tersebut para ulama berbeda pendapat,
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ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah mengatakan bahwa kewajiban
menanggung biaya perawatan tersebut terbatas keluarga yang semasa
hidupnya ditanggung oleh si mati, karena merekalah yang telah menikmati
hasil jerih payah si mati maka sangat wajar apabila mereka yang diberi
tanggung jawab memelihara jenazah orang yang berjasa pada mereka. Kalau
si mati tidak mempunyai kerabat diambilkan dari bait Al-mal dan kalau dari
bai Al-mal pun tidak memungkinkan  maka biaya perawatannya dibebankan
kepada orang Islam yang kaya sebagai pemenuhan kewajiban fardu kifayah.
Fuqoha aliran makiyyah berpendapat bahwa biaya perawatannya harus
diambilkan bait Al-mal karena keadaan yang semacam itu menjadi kewajiban
bait Al-mal. Pendapat mayoritas ulama kiranya patut dipedomi karena
keluargalah yang sebaiknya bertanggung jawab menyelesaikan persoalan
pewaris, apakah meninggalkan harta, maka sudah sepantasnya mereka pula
bertanggung jawab mengurus segala sesuatunya.
2. Pelunasan hutang adalah suatu tanggung jawab yang wajib dilunasi sebagai
imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang. Apabila seseorang
yang meninggalkan hutang pada orang lain belum dibayar maka sudah
seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya, sebelum harta
dibagikan kepada ahli waris. Demikian di dahulukan kata wasiat dari pada
hendaknya untuk memberi motivasi agar orang yang akan meninggal
hendaknya melakukan wasiat pada sebagian hartanya untuk itu utang tetap di
dahulukan dari pada wasiatnya.
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3. Pelaksanaan wasiat, setelah menggunakan harta peninggalan yang meninggal
untuk mengurus dan membayar utang. Langkah selanjutnya adalah untuk
melaksanakan wasiat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara’,
wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela yang
pelaksanaanya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang
memberikan hak sesuatu, baik sesuatu berupa barang maupun manfaat.
Jumlahnya tidak boleh dari sepertiga harta. Setelah semua hal yang
bersangkutan dengan harta pusaka tersebut dilaksanakan maka harta
peninggalan yang ada dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan
bagiannya masing-masing.27





A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan
pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial,
bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana
dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivisme.28 Adapun lokasi
penelitian ini dilakukan di Balai Harta Peninggalan Makassar, jalan Andi
Pangerang Pettarani Makassar No.112, karena judul ini membahas tentang
Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan
Anak.
B. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:
a. Pendekatan Yuridis, suatu metode yang menekankan pada suatu
penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Pendekatan Normatif Syar’I, pendekatan ini berdasarakan pada hukum
islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur’an dan hadis
serta pendapat para ulama.
28Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), H. 85.
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C. Sumber Data
a. Data Primer, Data ini dikumpulkan penelitian lapangan dengan cara,
yakni kegiatan langsung kelapangan.
b. Data Sekunder, yaitu suatu data yang  bersumber dari penelitian
kepustakaan, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber
pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang telah
terdokumenkan. Terdiri dari buku-buku, peraturan perundang-undangan,
jurnal ilmiah dan skripsi yang berkaitan.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi dan studi kepustakaan (Library Research). Adapun penjelasannya sebagai
berikut:
a. Observasi adalah metode atau cara–cara yang menganalisis dan
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan
melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.29
b. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang menekankan sumber
informasinya dari buku-buku, undang-undang atau menelusuri dokumen-
dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah penulis sendiri karena
penulis lebih mengetahui maksud dan tujuan penelitian ini dengan menggunakan :
29Hady Sutrisno, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986),h. 172.
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a. Buku catatan dan alat tulis
Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari
sumber data.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Adapun teknik
pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:
a. Klasifikasi data
Yang dimaksud dengan klasifikasi data adalah menggolongkan atau
mengelompokkan data yang dihasilkan dalam penelitian.
b. Reduksi data
Yang dimaksud reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milih data
yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
c. Editing Data
Yang dimaksud dengan editing data adalah pemeriksaan data hasil
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi atau hubungan dan
keabsahan data yang dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok
permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta
menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh.
Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan di pahami serta di interpretasikan dengan
menggunakan analisa data kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisis ata
menggambarkan data hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata
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tanpa menganalisis angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara
deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara lengkap aspek-aspek
mengenai masalah berdasarkan literatur dan data lapangan. Selanjutnya data
yang telah dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen. Data-data yang
dikumpulkan adalah data yang relevan dengan masalah yang diteliti.
Kemudian data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk bab
pembahasan sebagai pijakan dalam mengambil kesimpulan. Kemudian tahap
akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan
ujung terakhir dari sebuah penelitian.
G. Pengujian Keabsahan data
Demi terjaminnya keakuratan data yang telah terkumpul, maka perlu
dilakukan pengujian keabsahan data. Dalam hal pengujian keabsahan data didasarkan
pada kriteria tertentu, yaitu: meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan menggunakan
bahan referensi.
Meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih
cermat agar data yang diperoleh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau
tidak sesuai.
Triangulasi adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber, segala cara
dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan
triangulasi teknik.Triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang diperoleh dari
berbagai sumber, kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan. Tringulasi
37
teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
Misalnya, data yang diperoleh dari teknik observasi.
Menggunakan bahan referensi artinya adanya pendukung untuk membuktikan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. SEJARAH SINGKAT, TUGAS FUNGSI DAN DASAR HUKUM BALAI
HARTA PENINGGALAN
a. Sejarah singkat Balai Harta Peninggalan
1. Visi Balai Harta Peninggalan
Sebagai unit pelaksana teknis dilingkungan Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI, Balai Harta Peninggalan memiliki Visi:
“memberikan perlindungan atau terayominya Hak Asasi Manusia,
khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan di anggap tidak
cakap bertindak di bidang hak milik”
2. Misi Balai Harta Peninggalan
Berdasarkan Visi tersebut di atas, Misi Balai Harta Peninggalan:
“mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum
atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya,
berdasarkan peraturan perundang-undangan.”
3. Fungsi Balai Harta Peninggalan
Dalam melaksanakan tugas atau misinya tersebut, Balai Harta Peninggalan
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 keputusan Menteri Kehakiman RI
Nomor: M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang
kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Balai Harta Peninggalan,
mempunyai fungsi:
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a. Melaksanakan pemyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan
harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur
dalam Perundang-undangan.
b. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat dengan
peraturan Perundang-undangan.
c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepalitan sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan.
Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis instansi pemerintah
yang secara structural berada dibawah di Rektorat Perdata, Direktorat jenderal
Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. Pada hakikatnya tugas Balai Harta Peninggalan adalah: “mewakili dan
mengurus kepentingan orang-orang atau badan hukum yang karena hukum atau
putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Harta peninggalan pada awal
pembentukan diawali dengan masuknya Hindia Belanda ke Indonesia tahun 1596
sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya Bangsa Belanda dan menghasilkan
harta atau kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan
para ahli warisnya di Nederland, maka di bentuk lembaga yang diberi nama West En
Boedelkamer (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1872 berkedudukan
di Makassar tetapnya berada dijalan Andi Pangeran Pettarani No.112, sedangkan
Balai Harta Peninggalan Makassar wilayah kerjanya meliputi: Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara.
40
Saat ini hanya ada lima Balai Harta Peninggalan di Indonesia yaitu: Jakarta,
Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar, masing-masing meliputi wilayah kerja di
daerah tingkat I dan tingkat II. Sesuai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI tanggal 1 Maret 2005 Nomor: M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang
Organisasi dan tata kerja kantor wilayah Departemen Hukum dan Hal Asasi Manusia
RI, Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis berada dikantor
wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah divisi pelayanan
hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui direktur Perdata.
b. Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan
Dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 surat Keputusan
Menteri Kehakiman RI tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80
tahun 1980 tentang organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan dapat
dikemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan adalah
sebagai berikut:
1. Selaku wali pengawas dan wali sementara dalam perwalian (Pasal 366,
359 KUHPerdata, Pasal 35 Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak.
2. Pengampu pengawas dalam pengampu dan pengampuan anak dalam
kandungan (Pasal 348, 449 KUHPerdata).
3. Pembukaan dan pendaftaran surat wasiat (tertutp atau rahasia dan
wasia, Pasal 937, 942 KUHPerdata dan Pasal 41, 42).
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4. Pengurus atas harta peninggalan yang ada kuasanya (Pasal 1126-1128
KUHPerdata. Pasal 64 sampai dengan 69 intrusi untuk Balai Harta
Peninggalan  di Indonesia.
5. Mewakili dan mengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak
hadir (pasal 463 KUHPerdata).
6. Kurator dalam kepalitan (Pasal 70 ayat 1 undang-undang No. 37 tahun
2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
7. Pembuatan surat keterangan hak mewarisi bagi warga  Negara
Indinesia keturunan warga Timut Asing (Pasal 14 ayat 1 instruksi Van
de Gouverment Landmeters).
8. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal
pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 370 KUHPerdata).
9. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain
Cina (Pasal 14 ayat 1) intruksi bagi para pejabat pendaftaran tanah di
Indonesia dan mereka yang bertindak sedemikian.
10. Melakukan pemecahan dan pembagian waris (pasal 1071
KUHPerdata).
11. Melakukan pengelolaan dan pengembangan uang pihak ketiga, Balai
Harta Peninggalan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman.
(penyatuan dari kas-kas Balai Harta Peninggalan dan peraturan tentang
pengurusan kas-kas kewarisan anak itu).
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12. Melakukan penerimaan dan pengelolahan hasil transfer dana dari bank
dan melakukan penerimaan dan pengelolahan dana program jaminan
sosial tenaga kerja.
Apabila kita kategori tugas-tugas Balai Harta Peninggalan
sabagaimana tersebut diatas dapat dibagi dalam empat klasifikasi
yaitu:
1. Pengampu bagi yang tidak cakap bertindak dibidang hak milik, yaitu:
a. Melindungi harta warisan dan kepentingan si anak
b. Sebagai pengawas wali anak
c. Pengampu pengawas
2. Pengelolahan uang pihak ketiga, karena tidak diketahui pemiliknya
a. Uang yang berasal dari orang yang tidak hadir
b. Uang yang berasal dari harta tiada kuasanya
c. Uang yang berasal dari transfer dana
d. Uang yang berasal dari jamsostek
3. Bidang hak waris
a. Membuat surat keterangan mewarisi
b. Mendaftar wasiat yang sudah terbuka
c. Membuka wasiat tertutup
d. Pemecahan dan pembagian waris
4. Bidang kepalitan




Penampung dana jaminan kematian dan jaminan hari tua dalam hal tenaga
kerja tidak mempunyai ahli waris dan wasiat (Pasal 22 ayat 3, Pasal 26 ayat 5
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas peraturan
pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial
tenaga kerja, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 13 tahun 2013 tentang
penerimaan dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja pada Balai
Harta Peninggalan).
c. Dasar Hukum Balai Harta Peninggalan
Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) tentang Balai
Harta Peninggalan:
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan PKPU.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana.
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni
1980 Nomor M.01.PR.07.01-08 tahun 1980 tentang organisasi dan tata kerja
Balai Harta Peninggalan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI. Nomor 13 tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang penerimaan dan
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pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja pada Balai Harta
Peninggalan.
B. ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR 501/Pdt.P/2016/PA.Mks DALAM HAL PEMBERIAN IZIN
PERWALIAN ANAK
Pengadilan agama Makassar selaku lembaga yang memberikan hak perwalian
kepada pemohon perwalian telah memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama
dalam perkara permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Mustafa
Lasulika, BE bin Pakaya Lasulika, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mappala Blok A5, No. 26, RT. 003, RW.
008, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Pemohon telah
mengajukan surat permohonan tertanggal 20 Januari 2016 yang didaftarkan
dikepanitraan pengadilan agama tersebut pada registrasi perkara nomor
501/Pdt.P/2016/PA.Mks tanggal 21 Januari 2016. Pemohon bermohon agar
majelis hakim dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan
pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya. Pemohon mohon penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon  Mustafa Lasulika, BE. Bin Pakaya Lasulika)
sebagai wali dari anak yang bernama Novry Satryo Nugroho Lasulika.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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Hakim dalam pertimbangannya harus membuat unsur-unsur yang
menjelaskan telah terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur dalam
memberikan  suatu penetapan hak perwalian kepada pemohon perwalian.
Hakim dalam penetapan perwalian ini memberikan pertimbangan-
pertimbangan mengenai alasan-alasan hukum atas permohonan penetapan
perwalian  yang diajukan pemohon, berdasarkan pertimbangan majelis
hakim  dalam perkara tersebut diatas, maka dalam amar penetapannya
hakim menetapkan permohonan perwalian tersebut diatas sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Novry Satryo Nugroho Lasulika, lahir 9
November 2007 berada dibawah perwalian permohon.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 171000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).30
Pada penetapan ini hakim memberikan izin kepada pemohon yang
mana dalam hal ini pemohon adalah paman dari anak dibawah umur tersebut
dimana paman tersebut bermaksud untuk menjadi wali bagi anak yang masih
dibawah umur. Penetapan wali pemohon  dalam hal ini  dibutuhkan untuk
kepentingan  hukum anak yang masih ada dibawah umur dan untuk mengelola
harta-harta yang menjadi hak anak tersebut.
Sebagaimana uraian terdahulu bahwa anak dibawah umur, yaitu anak
yang belum berumur 21 tahun maka pengurusan terhadap harta kekayaan anak
30Penetapan PA Makassar Nomor 501/Pdt.P/2016/Pa.Mks
46
dibawah umur tersebut dapat dilakukan melalui perwakilan perwalian anak
dibawah umur, baik menurut undang-undang ataupun berdasarkan penetapan
pengadilan. Maka kehadiran  instansi Balai Harta Peninggalan (BHP)
merupakan suatu keharusan.31
C. PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN WALI DAN HARTA ANAK
Perwalian terjadi jika kekuasaan orang tua terhenti, baik karena salah
satu atau keduanya telah meninggal dunia, karena adanya perceraian antara
orang tuanya, karena dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atau karena
adanya yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah. Tujuan perwalian
ini terutama agar harta si anak ada yang mengurus baik pribadinya maupun
harta kekayaan yang ditinggalkan si mati untuk anaknya. Tugas untuk
mengawasi perwalian menurut KUHPerdata Pasal 366 dapat dilimpahkan
kepada Balai Harta Peninggalan dan tanggung jawab BHP sebagai wali
pengawas adalah mengawasi wali dalam mengurus harta kekayaan anak
dibawah umur. Seperti kasus yang terjadi: bahwa seorang wali yang tidak lain
pamannya sendiri, Mustafa Lasulika (kakak dari almarhum ayahnya) nekat
menjual harta warisan si anak Novry Satryo Nugroho Lasulika yaitu sebidang
tanah seluas 88 M2 yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan, Kec.
Tamalanrea, Kel. Tamalanrea Indah dan salah satu keluarga dari Ibunya
31Syahril Sofyan, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), (Medan:
Pustaka Bangsa Press, 2010), h. 55.
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(Merry Trivita Sutarto) yaitu Bibi (kakak dari almarhuma ibunya), Bibi
tersebut keberatan karena mengetahui bahwa wali dari keponakannya itu telah
menjual salah satu warisan milik keponakannya yang bukan diperuntuhkan
untuk kebutuhan si anak dan bibi dari si anak melaporkan ke Balai Harta
Peninggalan, putusan akhirnya dimenangkan oleh Bibi dari si anak itu dan
Pengadilan Agama Makassar menunjuk BHP Makassar sebagai wali
sementara sebelum ditetapkanya wali bagi si anak, harta yang telah dijual oleh
wali si anak harus di kembali, maka dari itu Balai Harta Peninggalan berhak
mencabut wewenang dan memecat wali dari si pewaris tersebut karena telah
melanggar aturan dan melalaikan tugasnya sebagai wali.32 Balai Harta
Peninggalan  dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.
Wali pengawas wajib memaksa kepada wali atas ancaman kerugian dimana
wali diberikan hukuman mengganti biaya kerugian yang dilakukannya. Dalam
pasal 418 KUH Perdata yang berisikan. “Balai Harta Peninggalan dan dewan-
dewan perwakilan tidak boleh dikesampingkan dari segala campur tangan
yang diperintahkan kepada mereka dalam  ketentuan Undang-undang”
dikatakan senjata pamungkas Balai Harta Peninggalan ketika maju
dipersidangan untuk menjaga dan melindungi hak waris anak.
Mengenai kaitannya dengan hak hibah untuk anak dibawah umur
dengan obyek sebidang tanah hendaknya dilakukan pendaftaran peralihan hak
di kantor pertanahan setempat yang tentunya pengurusannya dilakukan oleh
31Dikutip dari dokumen Balai Harta Peninggalan Makassar. Tanggal 27 Juni 2016.
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kekuasaan orang tuanya, sehingga setelah terbit sertifikat maka akan muncul
nama anak dibawah umur tersebut dalam sertifikat. Ini harus dilakukan dalam
rangka perlindungan hukum kepada penerima hak yang masih dibawah umur.
Adapun undang-undang no.23/2002 tentang Perlindungan anak. Pada
tahun 2002, pemerintah mengundangkan undang-undang no.23/2002 tentang
perlindungan anak. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisispasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
Dalam undang-undang perlindungan anak ini diatur juga antara lain mengenai
perwalian dan wali pengawas. Pasal 33 UU No.23/2002 menentukan bahwa:
Dalam hal orang tua tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui
tempat tinggal atau keberadaanya, maka seseorang atau badan hukum yang
memenuhi persyaratan dapat ditunjuk wali anak yang bersangkutan.
Pengangkatan wali dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Wali wajib mengelola harta milik anak.
Dalam pasal 34 UU No.23/2002 menentukan bahwa:
“wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk
melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk
kepentingan yang terbaik bagi anak”
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Dalam hal ini anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali,
maka harta kekayaan tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan.
Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili
kepentingan anak, pengurusan harta tersebut harus mendapat penetapan.
Ketentuan mengenai perwalian dan wali pengawas itu jelas merupakan
ketentuan yang bertumpang tindih, baik dengan ketentuan mengenai perwalian
maupun wali pengawas yang diatur dalam KUHPerdata dan ketentuan mengenai
Balai Harta Peninggalan, maupun dengan ketentuan mengenai perwalian dalam UU
No.1/1974 tentang perkawinan ini juga sedikit banyak berpengaruh terhadap tugas-
tugas Balai Harta Peninggalan, sebab didalamnya juga diatur mengenai perwalian,
yaitu pada bab XI mulai pasal 50 sampai dengan pasal 54.
Keberadaan Balai Harta Peninggalan bermanfaat bagi kepentingan seluruh
warga Negara Indonesia, lebih-lebih jika diingatkan bahwa banyak tugas dari Balai
Harta Peninggalan  bersangkutan dengan kepentingan umum dan bahkan dengan
kepentingan Negara semisal masalah perwalian  dan wali pengawas, jadi kinerja
Balai Harta Peninggalan masih perlu ditingkatkan agar apa yang diharapkan diatas
dapat terlaksana dengan lancar, baik dari sudut sarana, prasarananya maupun dari
sumber daya manusianya dan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi landasan
kerjanya maupun anggaran pembiayaannya.




Kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan-kepentingan
anak yang belum dewasa, untuk itu Balai Harta Peninggalan boleh memaksa
wali membuat inventaris atau pemerincian barang-barang harta peninggalan
dalam segala warisan yang jatuh pada si anak yang belum dewasa, menurut
hukum perwalian ada tiga macam yaitu: perwalian oleh suami istri hidup lebih
lama dengan demikian berarti orang tua yang terlama hidup dengan sendirinya
menjadi wali, perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat
wasiat atau akta tersendiri, perwalian diangkat oleh Hakim. Wali-wali ini
harus menunaikan perwaliannya yang dipercayakan kepadanya dengan baik
dan tulus hati, wali-wali ini juga berkewajiban memberitahukan kepada Balai
Harta Peninggalan sebagai wali pengawas tentang perwalian tersebut dan
apabila mereka lalai maka boleh dipecat sebagai wali. Balai Harta
Peninggalan juga dapat sebagai pengampu apabila orang tua laki-laki
meninggal, sang ibu pada saat itu sedang mengandung dan kalau anak itu
kemudian lahir maka sang ibu dengan sendirinya (menurut hukum) menjadi
wali dan Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas.
Tugas Balai Harta Peninggalan tercantum dalam ayat terakhir pasal 359
KUHPerdata yang bersangkut paut dengan perwalian dan pengawas wali yang
diangkat ditetapkan oleh Hakim atas permohonan yang diajukan oleh keluarga
terdekat si anak tersebut. Sementara penetapan pengangkatan wali dari
pengadilan Negeri belum ada maka kemungkinan sekali keadaan sudah
mendesak agar diadakan tindakan seperlunya demi kepentingan anak yang belum
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dewasa tersebut, dalam keadaan demikian apabila dipandang perlu Balai Harta
Peninggalan mengadakan tindakan-tindakan seperlunya guna  mengurus diri dan
harta kekayaan anak, tindakan-tindakan tersebut antara lain mengadakan
inventerisasi atas harta kekayaan si anak serta mewakili anak tersebut dalam
suatu tindakan hukum. Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus atas diri
dan harta kekayaan anak belum dewasa akan berakhir ketika wali untuknya telah
diangkat atau ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dengan diangkatnya seorang
wali maka tugas Balai Harta Peninggalan selanjutnya berubah menjadi wali
pengawas.
Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas wali diatur dalam pasal
366 KUHPerdata yang menyebutkan “dalam tiap-tiap perwalian yang
diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan
tugas wali pengawas.” Adapun tugas sebagai wali pengawas, Balai Harta
Peninggalan bertindak untuk mengamat-amati apakah wali melaksanakan
kewajiban dengan baik atau tidak dan seberapa perlu memberikan nasihat-nasihat
kepada wali untuk melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, kewajiban
wali yang harus diperhatikan oleh Balai Harta Peninggalan antara lain:
a. Dalam tenggang waktu 3 bulan setelah terjadinya kematian
menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan suami atau istri (Pasal
127 KUHPerdata).
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b. Apabila wali lalai untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka wali
pengawas dapat memaksakan agar pendaftaran itu dilakukan (Pasal
370 ayat 2 KUHPerdata).
c. Menyelenggarakan pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur itu
dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang
(Pasal 371 KUHPerdata).
d. Tiap tahun wali berkewajiban memberikan perhitungan dan tanggung
jawab atas pengurusan yang sudah dilakukan (Pasal 372 jo. 409
KUHPerdata).
e. Apabila wali enggan melaksanakan  kewajibannya maka wali dapat
digantikan.
Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban wali tersebut diatas, maka BHP
mempunyai kewajiban:
1. Meminta kepada wali untuk menyelenggarakan pendaftaran harta
kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
2. Mewakili kepentingan anak belum dewasa, apabila kepentingan
mereka bertentangan dengan kepentingan walinya.
3. Apabila diperlukan memaksakan kepada wali untuk membuat
pendaftaran harta kekayaan yang dimaksud.
4. Meminta kepada wali untuk menyediakan jaminan secukupnya.
5. Meminta perhitungan dan tanggung jawab dari wali.
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6. Mengajukan usul kepada  Pengadilan Negeri untuk memecat wali dan
mengajukan calon wali yang baru.
7. Memberikan keterangan kepada Hakim tentang bermanfaat tidaknya
penjualan barang yang didalamnya berkepentingan anak belum
dewasa.
8. Mewakili anak belum dewasa melakukan perjanjian sewa menyewa
apabila penyewanya adalah wali sendiri.
9. Memberikan kuasa kepada wali untuk bertindak sebagai penggugat
maupun tergugat dalam perkara perdata guna kepentingan anak belum
dewasa.
10. Menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang
didalammya berkepentingan anak belum dewasa.
Dari uraian kewajiban wali dan wali pengawas tersebut diatas, dapat
disimpulkan bahwa lembaga perwalian dan wali pengawas diadakan oleh perundang-
undangan demi kepentingan anak belum dewasa itu sendiri, sehingga hak-hak si anak
tidak dilanggar.
Tugas pokok Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu atas anak yang masih
dalam kandungan, karena manusia merupakan pengembang hak dan kewajiban,
dimulai sejak lahir sampai meninggalnya yang bersangkutan. Namun  ada kalanya
seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai telah dilahirkan,
jika kepentingan anak tersebut menghendaki demikian (Pasal 2 KUHPerdata)
ketentuan Pasal 2 KUHPerdata berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 348
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KUHPerdata yang isinya mewajibkan seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya
untuk melaporkan kepada Balai Harta Peninggalan ketika suaminya meninggal dan
isteri sementara mengandung. Apabila si isteri tersebut berada dalam keadaan hamil
maka dengan sendirinya Balai Harta Peninggalan akan bertindak sebagai pengampu
atas anak dalam kandungan, sebagai pengampu maka Balai Harta Peninggalan
berkewajiban:
1. Membuat berita acara kehamilan
2. Melakukan sesuatu guna melindungi kepentingan anak dalam kandungan
tersebut anatara lain melakukan inventarisasi atas harta warisan yang
ditinggalkan suaminya dan melayani gugat atau menggugat yang
kemungkinan timbul dalam warisan yang dimaksud.
Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu anak dalam kandungan
akan berakhir ketika anak tersebut dilahirkan. Kelahiran tersebut ada dua
kemungkinan yang lahir hidup atau lahir mati. Kalau seandainya anak tersebut lahir
mati, maka warisan yang seharusnya akan diterima anak tersebut beralih dengan
sendirinya kepada ahli waris yang lain. Sedangkan kalau anak tersebut lahir hidup,
maka tugas Balai Harta Peninggalan selanjutnya berubah menjadi wali pengawas.
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Adapun data dari jumlah perwalian yang terjadi dari tahun ke tahun dapat
dilihat dalam table sebagai berikut:
Tabel
Data perwalian Tahun 2014-2016
1 Tahun 2014 2015 2016
2 Jumlah perwalian 1 1 1
Jumlah 3
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa angka perwalian mulai dari
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(Pasal 366 KUH Perdata)
1. Laporan Kematian dari Dinas Kependudukan
/ Catatan Sipil
2. Penetapan PN tentang Pengangkatan Wali




SEKSI HP WILAYAH I, II, III
BERITA ACARA PENGHADAPAN
LAMPIRAN FOTO COPY DATA HUKUM :
1. Akta Kematian
2. Akta Perkawinan
3. Akta Perjanjian Kawin (Jika Ada)
4. Akta Kelahiran Anak
5. Akta Wasiat (Jika Ada)
6. Bukti Pemilikan Harta
TIDAK ADA AHLI  WARIS ATAU
SEMUA AHLI WARIS HARUS
MENOLAK WARISAN
WARISAN TAK TERURUS
(PASAL 1126, 1127, 1128 KUH Perdata)
AHLI WARIS
DEWASA SEMUA
(BHP Tidak campur tangan)
-Membayar biaya turunan BAP (PNBP)
ADA AHLI WARIS BELUM DEWASA
PERWALIAN
Kewajiban Wali :
1. Pendaftaran Harta Peninggalan
(Pasal 127 KUH Perdata)
2. Pernyataan Sikap Ahli Waris :
-menerima waris secara murni
-menolak warisan
-menerima warisan secara bersyarat
3. Memanggil para kreditur / debitur
Pasal 1036 KUH Perdata
4. Membuat perhitungan pertanggung
jawaban
5. Membayar biaya perwalian (PNBP)
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D. TANGGUNG JAWAB WALI ATAS PENGURUSAN HARTA ANAK
Pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur
dalam undang-undang dan pengelola barang-barang dari anak yang belum
dewasa (pupil).34 Demikian juga dengan penguasaan dan perlindungan terhadap
terhadap seseorang sebagai wali, orang tersebut mempunyai hubungan dengan
orang yang dikuasai dan dilindungi, anak atau orang lain selain orang tua yang
telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali, oleh karena itu
perwalian tersebut adalah suatu kewanangan yang diberikan kepada seseorang
untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan
atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua.
Pasal 50, 51, 52, 53, 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan. Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur
tentang perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian didefinisikan sebagai
kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas
nama anak yang orang tuanya telah meninggal dunia.35 Sementara itu perwalian
dalam pengertian fiqh Islam terbagi tiga, yaitu:
1. Perwalian terhadap jiwa (al-walayah ‘alan-nafs).
2. Perwalian terhadap harta (al-walayah ‘alal-mal).
3. Perwalian terhadap jiwa dan harta (al-walayah ‘alan nafsi wal-mali
ma’an).
34Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (Jakarta: Raja Wali Pers, 1997), h. 150.
35Bahder Johan Nasution, Hukum Perdata Islam (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 45-46.
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Urutan perwalian tersebut merupakan urutan-urutan yang dapat ditunjuk
oleh hakim pengadilan agama untuk menjadi wali bagi seorang anak, apabila
orang tua si anak sebelum meninggal dunia tidak menunjuk wali untuk anaknya.
Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari
kerabat terdekat menurut garis keturunannya.
Wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan untuk memelihara akan
kesejahteraan dari pada yang diperwalikan, termasuk dalam pemeliharaan harta
benda yang dipertinggalkan. Hal in sebagaimana dinyatakan dalam pasal 110
KHI, yaitu:
1. Wali wajib mengurus diri dan  harta orang yang berada di bawah
perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan
bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan si
anak.
2. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta  orang yang
berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan
orang yang berada dibawah perwaliannya.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta barang yang berada dibawah
perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul akibat  kesalahan dan
kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diataur dalam pasal 51 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pertanggujawaban wali tersebut ayat
(3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap tahun sekali.
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Menurut KUHPerdata, perwalian terhadap anak dilakukan  baik itu secara
perorangan maupun yayasan atau lembaga lainnya, ini merupakan akibat dari
adanya kebutuhan yang menghendaki adanya perwalian yang ditunjuk oleh
pengadilan berdasarkan ketentuan hukum. Sedangkan arti dari perwalian itu
sendiri adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurus harta kekayaan seorang
anak yang belum dewasa. Dengan demikian anak yang orang tuanya telah
meninggal dunia, berada dibawah perwalian.
Pada awal penetapan perwalian, diperlukan upaya inventarisasi semua asset
(harta) dari anak dibawah umur tersebut dan wali wajib mendokumentasikan
semua perubahan terhadap aset tersebut. Harta tersebut harus diaudit secara
annual (tahunan) untuk mengetahui nilai dari asset anak yang diperwlikan itu dan
untuk memastikan bahwa hartanya tetap terjaga. Selain itu wali dilarang menjual,
mengalihkan, mengadaikan asset anak perwalian. Kemudian jika dalam keadaan
terpaksa menjual harta  milik anak, maka seorang wali wajib terlebih dahulu
memperoleh izin dari pengadilan agama. Sementara proses pengalihan asset,
seorang wali diharuskan untuk mengalihkan semua harta kepada anak dibawah
perwalian ketika anak telah berusia 21 tahun atau telah menikah.36 Namun jika
ditemukan adanya harta yang hilang atau disalah gunakan oleh wali, maka
pengadilan agama dapat memutuskan perkara tersebut, didasarkan pada proses
verifikasi dan inventarisis harta yang dikelola oleh wali jika ditemukan adanya
penyalahgunaan, maka wali harus mengganti kerugian tersebut.
36Pasal 111 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
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E. KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM
Hukum kewarisan menurut hukum islam sebagai salah satu bagian dari hukum
kekeluargaan sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian
harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya,
sebab dengan mempelajari hukum kewarisan islam maka bagi ummatbislam, akan
dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisa setelah ditinggalkan
oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk
menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak
memakan harta orang yang buakan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum islam
mengenai kewarisan.
Dalam pasal 171 kompilasi hukum islam, ada beberapa ketentuan mengenai
kewarisan ini, yaitu:
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang
pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan
ahli waris dan harta peninggalan.
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk  menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta
yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak
miliknya maupun hak-haknya.
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Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya
pengurusan jenazah pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.
Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain
atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hibah adalah
pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada
orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
Sedangkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan Pasal
175 KHI adalah:
Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai,
menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban
pewaris maupun menagih piutang menyelesaikan wasiat pewaris. Membagi harta
warisan diantara ahli waris yang berhak. Para ahli waris baik secara bersama-sama
atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak
menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan
melalui Pengadila Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan (Pasal 188 KHI).
Menurut hukum islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita
(anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan,
saudara perempuan sebapak seibu, sebapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah
25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki 10 dari pihak perempuan.
Ahli waris dari pihak laki-laki adalah:
a. Anak laki-laki (al ibn).
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b. Cucu lak-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (ibnul ibn).
c. Bapak (al ab).
d. Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad).
e. Saudara laki-laki sebapak (al akh as syiqiq).
f. Saudara laki-laki sebapak (al akh liab).
g. Saudara laki-laki seibu (al akh lium).
h. Keponakan laki-laki seibu sebapak (ibnul akh as syaqiq).
i. Keponakan laki-laki sebapak (ibnul akh liab).
j. Paman seibu sebapak.
k. Paman sebapak (al ammu liab).
l. Sepupu laki-laki seibu sebapak (ibnul ammy as syaqiq).
m. Sepupu laki-laki sebapak (ibnul ammy as syaqiq).
n. Suami (az zau).
o. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang
memerdekakan seseorang.
Hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris sedangkan ahli waris
dari pihak perempuan adalah.
a. Anak perempuan (al bint).
b. Cucu perempuan (bintul ibn).
c. Ibu (al um).
d. Nenek, yaitu ibunya ibu (al jaddatun).
e. Nenek dari pihak bapak (al jaddah mina lab).
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f. Saudara perempuan seibu sebapak (al uktus syaqiq).
g. Saudar perempuan sebapak (al ukhtu liab).
h. Saudar perempuan seibu (al ukhtu lium).
i. Perempuan yang memerdekakan (al mu’tiqah).
Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah istri mendapat ¼ bagian
apabila si pewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu dan mendapatkan 1/8
apabila si pewaris mempunyai anak atau cucu dan istri tidak pernah terhijab dari ahli
waris.
Dua anak perempuan atau lebih, mendapat 2/3 bagian, apabila pewaris tidak
mempunyai anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Seorang anak perempuan atau
lebih apabila bersama dengan anak laki-laki maka pembagiannya dua berbanding satu
(anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian).
Bagian anak laki-laki adalah:
a. Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan
sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris dzawil furudz namun jika ada ahli
waris dzawil furudz maka ia hanya memperoleh ashabah (sisa) setelah dibagikan
kepada ahli waris dzawil furudz tersebut (ashabah bin nafsih).
b. Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih dan tidaka ada anak perempuan, serta
ahli waris dzawil furudh yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu,
namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (Ashabah bil
ghair).
Ibu dalam menerima pusaka atau bagian harta warisan sebagai berikut:
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1. Ibu mendapat seperenam, apabila pewaris meninggalkan anak.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak.
Bagian bapak:
1. Apabila pewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, maka
bapak mendapat 1/6 dari harta peninggalan dan sisanya jatuh kepada anak laki-
laki.
2. Apabila pewaris hanya meninggalkan bapak saja maka bapak mengambil semua
harta peninggalan dengan jalan ashabah.
3. Apabila pewaris meninggalakan ibu dan bapak maka ibu mendapatkan 1/3 dan
bapak mengambil 2/3 bagian.
Sedangkan bagian nenek adalah:
1. Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang nenek saja, dan tidak
meninggalkan ibu, maka nenek mendapat bagian 1/6.
2. Apabila seorang pewaris meninggalkan nenek lebih dari seorang dan tidak
meninggalkan ibu, maka nenek mendapat 1/6 dibagi rata diantara nenek tersebut.
Menurut hukum waris islam orang yang tidak berhak mewarisi adalah:
1. Pembunuh pewaris.
2. Orang murtad yaitu keluar dari  agama Islam.
3. Orang yang berdeda agama dengan pewaris yaitu orang yang tidak menganut
agama islam atau kafir.
4. Anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan diluar nikah.
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Perlu diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek
terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak ayah (mahjub
hirman). Dan jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan adalah
hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu dan janda atau duda





1. Tugas Balai Harta Peninggalan mengenai pengurusan harta peninggalan
dalam kasus penanganan anak?
Balai Harta Peninggalan dapat dikemukakan bahwa tugas pokok Balai Harta
Peninggalan dalam kasus penanganan anak adalah mengawasi pembagian
harta anak selaku wali sementara dan wali pengawas dalam perwalian,
mengurus harta si anak agar tetap terlindungi dan untuk memenuhi
kebutuhannya.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta dalam kasus penanganan
anak.
Hukum kewarisan menurut hukum islam sebagai salah satu bagian dari
hukum kekeluargaan sangat penting dipelajari agar supaya dalam
pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat
dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum
kewarisan islam dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta yang
bukan haknya. Maka dalam kasus penanganan kewarisan anak ini sudah
sejalan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam.
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Implikasi Penelitian
1. Dengan adanya harta peninggalan yang tidak terurus maka dari itu Balai
harta peninggalan harus lebih meningkatkan pengawasan sebagai wali anak
dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia maupun ketentuan-
ketentuan hukumyang menjadi landasan kerjanya.
2. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan
perwalian yang diajukan oleh:
Mustafa Lasulika, BE bin Pakaya Lasulika, umur 57 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalam Mappala Blok A5, No. 26, RT. 003, RW. 008, Kelurahan
Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut
Pemohon.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar ketrrangan pemohon dan para saksi di muka sidang.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa pemohon dalam syrat permohonannya tanggal 20 Januari
2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan  Pengadilan
Agama Makassar dengan Nomor 501/Pdt.P/2016/PA Mks, tanggal 21 Januari 2016,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa anak yang bernama Novry Satryo Nugroho Lasulika (lahir tanggal 9
November 2007) adalah anak dari pasangan Dangfry Jayata Lasulika dan
Merry Trivita Sutarto.
2. Bahwa anak yang bernama Novry Satryo Nugroho Lasulika, dalam kondisi
cacat fisik/mental (Celebral Palsy).
3. Bahwa pada tahun 2011, ibu dari anak tersebut yang bernama Merry Trivita
Sutarto meninggal dunia, dan beberapa saat setelah Merry Trivita Sutarto
meninggal dunia, Dangfry Jayata Lasulika (ayah) membawa Novry Satryo
Nugroho Lasulika ke Kota Makassar untuk tinggal bersama Paman
(Pemohon) dan Bibi anak tersebut karena Dangfry Jayata Lasulika yang
merupakan  seorang anggota Polri tidak dapat merawat anak tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016, ayah dari anak tersebut yang bernama
Dangfry Jayata Lasulika meninggal dunia;
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5. Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang, anak yang bernama Novry Satryo
Nugroho Lasulika diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa setelah Dangfry Jayata Lasulika meninggal dunia, menimbulkan
hak/kewajiban atas anak tersebut yang merupakan anak kandung Dangfry
Jayata Lasulika  diantara pengurusan uang duka (hak-hak almarhum Dangfry
Jayata Lasulika dan kepentingan-kepentingan lainnya yang berhubungan
dengan anak tersebut;
7. Bahwa anak yang bernama Novry Satryo Nugroho Lasulika masih dibawah
umur dan dalam kondisi cacat fisik/mental (Celebral Palsy), sehingga harus
diwakili oleh seorang wali karena anak tersebut tidak dapat melakukan
perbuatan hukum;
Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan menetapkan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (Mustafa Lasulika, BE. Bin Pakaya Lasilika) sebagai
wali dari anak yang bernama Novry Satryo Nugroho Lasulika.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Subsider :
Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap sendiri ke muka sidang;
Bahwa perkara ini tidak dimediasi berdasarkan Perma RI Nomor 1 Tahun
2016, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan
alat-alat bukti berupa:
A. Surat :
1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 74710304031500007, tanggal 10
Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telag diberi materai secukupnya
serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 737 1103101013720 tanggal 4
Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tidung
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah diberi meterai
Hal 2 dari 9 hal. Pen. No.501/Pdt.P/2016/PA.Mks
secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/466/TD/IX tanggal 18
Januari 2016 yang dikeluarka oleh Kepala Kelurahan Tidung,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang telah diberi meterai
secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/19/2013 tanggal 3 September
2013 yang dikeluarka oleh Kepala Kelurahan Tidung, Kecamat
Rappocini, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta
distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok kemuadian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74.71AL.2008.004810,
tanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari yang telah diberikan
meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda
P.5;
B. Saksi :
1. Hapsari binti Amiruddin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mapala, Kelurahan Tidung,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang menerangkan di bawah
sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 Bahwa saksi mengetahui Novry Satryo Nugroho Lasulika adalah
anak dari pasangan suami isteri Dangfry Jayati Lasulika dan
Merry Trivita Sutarto;
 Bahwa Novry Satryo Nugroho Lasulika adalah kemenakan dari
Pemohon;
 Bahwa kedua orang tuanya Novry Satryo Nugroho Lasulika.
Telah meninggal dunia;
 Bahwa pekerjaan ayah dari Novry Satryo Nugroho Lasulika.
Semasa hidup sebagai anggota Polri;
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 Bahwa Pemohon yang mengasuh anak bernama Novry Satryo
Nugroho Lasulika, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia
sampai sekarang;
 Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon
mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Makassar
guna mendapatkan penetapan tentang perwalian dari anak
bernama Satryo Nugroho Lasulika.
 Bahwa saksi mengetahui penetapan tersebut akan digunakan
untuk Pemohon melakukan perbuatan hukum, mengurus uang
duka dan hak-hak serta kepentingan lain dari almarhum Dangfry
Jayata Lasulika;
2. Hadidjah Suleman binti Talib Sileman, umur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dijalan Anggrek,
Kelurahan Samata, Kecamatan Paccinongan, Kabupaten Gowa. Yang
menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya  sebagai berikut:
 Bahwa saksi adalah kemenakan dari Pemohon;
 Bahwa saksi mengetahui Novry Satryo Nugroho Lasulika adalah
anak dari pasangan suami isteri Dangfry Jayati Lasulika dan
Merry Trivita Sutarto;
 Bahwa Novry Satryo Nugroho Lasulika adalah kemenakan dari
Pemohon;
 Bahwa kedua orang tuanya Novry Satryo Nugroho Lasulika.
Telah meninggal dunia
 Bahwa pekerjaan ayah dari Novry Satryo Nugroho Lasulika.
Semasa hidup sebagai anggota Polri;
 Bahwa Pemohon yang mengasuh anak bernama Novry Satryo
Nugroho Lasulika, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia
sampai sekarang;
 Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon
mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Makassar
guna mendapatkan penetapan tentang perwalian dari anak
bernamaNovry Satryo Nugroho Lasulika.
 Bahwa saksi mengetahui penetapan tersebut akan digunakan
untuk Pemohon melakukan perbuatan hukum, mengurus uang
duka dan hak-hak serta kepentingan lain dari almarhum Dangfry
Jayata Lasulika;
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Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang dianggap dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai diatas;
Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon dalam mengajukan
permohonan perwalian dengan dalil bahwa anak Pemohon yang bernama Dangfry
Jayata Lasulika telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016 dan isterinya
bernama Merry Trivita Sutarto juga telah meninggal dunia pada tahun 2011 dengan
meninggalkan seorang anak bernama Novry Satryo Nugroho Lasulika yang masih
dibawah umur dan dalam kondisi cacat fisik/mental (celebral palsy), sehingga
mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali atas penetapan pengadilan;
Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di
persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya
menyatakan tetap dengan permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa bukti P-1, sampa dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang
saksi masing-masing bernama Hapsari binti Amiruddin dan Hadidjah Suleman  binti
Talib Suleman;
Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Keluarga) merupakan bukti otentik,
bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa Dangfry
Jayata Lasulika adalah Kepala Keluarga cerai mati dan Novry Satryo Nugroho adalah
anak, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai
kekuatan sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Keluarga) bukti otentik, bermaterai
cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Mustafa Lasulika
(Pemohon) sebagai kakak dari Dangfry Jayata Lasulika, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan
mengikat;
Menimbang, bahwa bukti P-3, (Surat Kematian) bukti otentik, bermaterai
cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa Dangfry Jayata Lasulika
telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016 di Makassar karena sakit,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai
kekuatan sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa bukti P-4, (Surat Kematian) bukti otentik, bermaterai
cukup dan cocok denganaslinya yang menerangkan bahwa Merry Trivita Sutarto
telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2011 di rumah kediaman orang tua
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di BTN Kehutanan Kel.Lepo-lelo Kec. Baruga Kendari, karena sakit, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan
sempurna mengikat;
Menimbang, bahwa bukti P-5, (Akta Kelahiran) bukti otentik, bermaterai
cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa Novry Satryo Nugroho
Lasulika lahir pada tanggal 9 November 2007 anak laki-laki dari suami isteri Dangfry
Jayata Lasulika dan Merry Trivita Sutarto, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materil serta  mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi pemohon mempunyai hubungan
keluarga dengan pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga memenuhi
syarat formal sebagaimana maksud pasal 172 R. Bg. ;
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon mengenai angka 1
sampai angka7, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan
dalil pemohon yang harus dibuktikan, oleh karena itu keteranga saksi telah memenuhi
syarat materil sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti atas perkara
permohonan ini.
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan
dengan bukti-bukti sebagaimanatersebut diatas, majelis telah menemukan fakta-fakta
dipersidangan sebagai berikut:
 Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari Dangfry Jayata
Lasulika;
 Bahwa Dangfry Jayata Lasulika telah meninggal dunia pata 13
Januari 2016 karena sakit;
 Bahwa Merry Trivita Sutarto, telah meninggal dunia pada
tanggal 2 Desember 2011 karena sakit;
 Bahwa perkawinan Dangfry Jayata Lasulika (ayah) dan Merry
Trivita Sutarto (ibu) tersebut telah melahirkan 1 orang anak
bernama Novry Satryo Nugroho Lasulika, lahir tanggal 9
November 2007;
 Bahwa Dangfry Jayata Lasulika semasa hidupnya anggota Polri;
 Bahwa anak bernama Novry Satryo Nugroho Lasulika, setelah
kedua orang tuanya meninggal dunia diasuh dan dipelihara
Pemohon sebagai pamannya;
 Bahwa karena anak tersebut masih dibawah umur maka perlu
ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak
didepan hukum yang berkaitan dengan hak anak tersebut;
 Bahwa pebetapan perwalian ini untuk digunakan dalam proses
pengurusan uang duka (hak-hak Almarhum Dangfry Jayata
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Lasulika) dan kepentingan lain yang berhubungan dengan anak
tersebut;
Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata ayah dan ibu kandung dari
anak bernama Novry Satryo Nugroho Lasulika tersebut telah meninggal dunia,
sehingga anak tersebut berstatus anak yatim piatu;
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut,
maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon (Mustafa Lasulika, BE. bin Pakaya
Lasulika), sebagai paman dari anak yang bernama Novry Satryo Nugroho Lasulika,
dipandang cakap untuk menjadi wali terhadap kemenakannya tersebut, semata-mata
demi kepentingan, kehidupan dan pendidikan masa depan anak tersebut;
Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut hukum hak sebagai wali telah
melekat pada diri Pemohon sebagai Paman dari kemenakan tersebut namun karena
masih dibawah umur sehingga tidak dapat bertindak sendiri menurut hukum seperti
layaknya orang dewasa, maka harus diwakili oleh walinya dengan penetapan dari
Pengadilan Agama;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 j. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun
1991), jis Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001,
dinyatakan bahwa anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang
tuanya dan orang tuannya yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum
baik didalam maupun diluar pengadilan, dan bila orang tua tidak cakap melakukan
perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaan orang tuanya ,
maka seseorang atau badan yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali
dari anak yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, oleh karena itu
dalam perkara in casu perlu ditunjuk seseorang wali terhadap anak tersebut;
Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan prinsio-prinsip
hukum Islam berkenaan dengan masalah perwlian bahwa wali berkewajiban
mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-
baiknya dan kewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan
lainnya untuk masa depan anak yang berada dalam perwaliannya;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Pemohon Mustafa
Lasulika, BE. Pakaya Lasulika, dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka
Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang
bernama Novry Satryo Nugroho Lasulika, lahir tanggal 9 November 2007, karenanya
permohonan Pemohon patut dikabulkan;
Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk perkara volunter, maka
biaya yang timbul atas diajukannya perkara ini dibebankan kepada pemohon;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN
1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Novry Satryo Nugroho Lasulika lahir tanggal
9 November 2007 berada dibawah perwalian Pemohon (Mustafa
Lasulika, BE. bin Pakaya Lasulika);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 171000,- (seratur tujuh puluh sati ribu rupiah);
Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 01 Februari 2016,
oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, MH.
dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Sanusi, S.H.
Hakim Anggota I Ketua Majelis
Ttd ttd
Drs. H. Yasin Irfan, M.H. Dra. Hj. Hadidjah, M.H.
Hakim Anggota II
Ttd
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Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 80.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,
HARTANTO, S.H.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
NURHIDAYAH A. HAMBALI, Lahir di Bulukumba, pada
tanggal 01 Juni 1995. Merupakan anak Kedua dari Enam
bersaudara. Merupakan anak dari pasangan bapak Talbiadi
A.Hambali dan ibu Ummiati. Mulai memasuki jenjang
pendidikan formal tahun 2001 hingga 2007 di SDN 2 Terang-
terang, kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba. Penulis
kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2007 hingga 2010 di SMP 3
Kabupaten Bulukumba. Pada Tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah
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